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Abstract. The Indonesian legal system, including customary law, which has existed since
the beginning, is a structure that has been strong in the building of the national legal
system. Therefore, this article discusses this matter. This includes the opinion of legal
philosophers who are trying to be presented in this study. From the results of this
research, we can come up with a finding that the Indonesian legal system must be in
accordance with the norms and rules that live in society. This is because the law must
look at the circumstances and conditions of the community in order to create justice,
certainty and benefits for the community itself. Positive law will work effectively if it is in
accordance with the laws that live in society. Whereas the history of the emergence of
customary law in Indonesia can be separated into the history of the development of
customary law, the history of the development of customary law until it is known in
science, and the political history of customary law in Indonesian legislation. These three
things are historical processes of customary law which are very important for the
Indonesian people as the original owners of these customary laws.

Keywords: Indonesian legal system, customary law and the thoughts of legal
philosophers

Abstrak. Sistem hukum Indonesia, termasuk juga hukum yang adat yang sejak awal
sudah ada merupakan bangun sistem yang sudah kokoh dalam bangunan sistem hukum
nasional. Oleh karenanya, artikel ini membahas tentang hal tersebut Termasuk juga
pendapat filsuf hukum yang coba diketengahkan dalam kajian ini. Dari hasil penelitian
ini dapat kami hasilkan sebua temua bahwa Sistem Hukum Indonesia harus sesuai dengan
norma dan kaidah yang hidup di masyarakat. Hal ini dikarenakan hukum itu harus
memandang keadaan dan kondisi masyarakat agar dapat menciptakan keadilan, kepastian
dan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Hukum positif akan berjalan efektif bila
sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bahwasanya sejarah timbulnya
hukum adat di Indonesia itu dapat dipisah-pisahkan dalam, Sejarah perkembangan hukum
adat, sejarah perkembangan hukum adat hingga dikenal dalam ilmu pengetahuan, dan
sejarah politik hukum adat dalam perundang-undangan di Indonesia. Ketiga hal tersebut
adalah proses sejarah hukum adat yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai
pemilik asli hukum adat tersebut.

Kata kunci: Sistem hukum indonesia, hukum adat dan pemikiran filsuf hukum
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LATAR BELAKANG

Perkembangan Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang telah
berjalan cukup lama. Jika melihat sejarah panjang tersebut, Hukum yang ada di Indonesia
tersebut berasal dari Negara Belanda, yang dulu pernah menjajah Indonesia. Tidak bisa
dipungkiri, bahwa Indonesia telah mengadopsi hukum yang berasal dari negara Belanda
tersebut. Mengingat karena Indonesia adalah negara kolonial jajahan Belanda, jadi mau
atau tidak Indonesia juga harus menerapkan sistem hukum yang ada di Negara Belanda.*

Hukum Indonesia secara keseluruhan masih menggunakan hukum yang berasal dari
negara kolonialnya, yaitu Negara Belanda. Hampir semua hukum yang berjalan di
Belanda juga ikut diterapkan di Indonesia. Dengan kata lain, Hukum Indonesia adalah
hukum yang masih mengacu kepada hukum yang dibuat oleh Belanda.

Sistem Hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum yang diterapkan di negara
Belanda. Karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, jadi sistem Eropa Kontinental
juga telah diterapkan di Indonesia. Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih menekankan
kepada hukum yang tertulis, dan perundang-undangan menduduki peran penting dalam
sistem hukum ini. Di Indonesia sendiri, dasar hukumnya adalah konstitusi.?

Sebagai salah satu dimensi kehidupan bangsa Indonesia, Hukum Indonesia adalah
suatu kebutuhan mendasar yang didambakan kehadirannya sebagai alat pengatur
kehidupan, baik dalam kehidupan individual, kehidupan sosial maupun kehidupan
bernegara. Kebutuhan hakiki Bangsa Indonesia akan ketentraman, keadilan serta
kesejahteraan (kemanfaatan) yang dihadirkan oleh sistem aturan yang memenuhi ketiga
syarat keberadaan hukum tersebut menjadi sangat mendesak pada saat ini, ditengah-
tengah situasi transisional menuju Indonesia baru.

Sistem Hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk
menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan atau diberlakukan di Indonesia. Hukum
Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia.
Dengan kata lain yang juga populer digunakan, Hukum Indonesia adalah hukum positif
Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.

Membicarakan Sistem Hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistemik

yang berlaku di Indonesia. Secara sistemik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan,

! Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia, Bandung Bandar Maju, him. 19
2 Bushar Muhamaad, 1997, Asas-asas Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar. Jakarta. Pradnya Paramita.
Him. 4

16 [ JIPSOSHUM - VOLUME 1, NO. 1, FEBRUARI 2023



Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume.1, No.1 Februari 2023
e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2986-3864, Hal 15-31

yang unsur-unsur, sub-sub sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling
pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan
yang lainnya tidak dapat dipisahkan.®

Sebagai suatu sistem, Hukum Indonesia terdiri atas sub-sub sistem atau elemen-
elemen hukum yang beraneka, antara lain Hukum Tata Negara (yang baigia-bagiannya
terdiri dari tata negara dalam arti sempit dan Hukum Tata Pemerintahan), Hukum Perdata
(yang bagian-bagiannya terdiri atas hukum Perdata dalam arti sempit, Hukum Acara
Perdata dan Hukum Dagang atau Hukum Bisnis), Hukum Pidana (yang bagian-bagiannya
terdiri dari Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Ekonomi serta
Hukum Acara Pidana) serta Hukum Internasional (yang terdiri atas Hukum Internasional
Publik dan Hukum Perdata Internasional).*

Melihat dari sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, tampak adanya
perpaduan antara satu sistem hukum dengan sistem yang lainnya. Indonesia tidak hanya
menggunakann sistem hukum Eropa Kontinental saja, tetapi juga telah mengalami
perkembangan dalam sistem hukumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya
sumbangan dari para pemikir/ filsuf terhadap sistem hukum yang sedang berjalan.
Sehingga sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini terlihat mengalami perkembangan
dan kemajuan karena adanya hasil pemikiran dari para filsuf tersebut. Hal itulah yang
menjadi dasar penulisan makalah ini, dimana penulis disini akan menjelaskan perubahan
sistem hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan tentang
perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia berdasarkan hasil pemikiran filsuf
hukum.

Hukum adat di Indonesia adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber
pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan
tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar
tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat
hukum (sanksi). Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis. Oleh karena itu,

dilihat dari perspektif ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang, seorang

3 Satjipto Rahardjo. 1998, Relavansi Hukum Adat dengan Moderenisasi Hukum Kita Indonesia . FH UlI
(ed) Hukum Adat dan Hukum hal. 161-168 Yogyakarta. FH UIl. HIm. 50
4 Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia, Bandung Bandar Maju, him.52
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sarjana hukum yang berprespektif berdasar Kitab Undang-Undang, memang hukum
keseluruhannya di Indonesia di Indonesia ini tidak teratur dan tidak tegas.®

Bagi seorang ahli hukum asing yang baru mempelajari hukum adat pada umumnya
tidak dapat mengerti. Mereka tidak mengerti mengenai asal muasal peraturan hukum adat
tersebut. Akan tetapi apabila para ahli hukum asing tersebut bersedia mempelajari hukum
adat kita ini secara sungguh-sungguh, serta menjelajahi dan meneliti hukum adat kita
dengan rasio dan penuh perasaan. Maka mereka akan mengetahui sumber hukum adat
yang mengagumkan vyaitu adat-istiadat yang hidup dan terus berkembang dan
berhubungan dengan tradisi kebiasaan rakyat.

Tetapi tidak semua adat adalah hukum. Menurut Ter Haar untuk melihat apakah
sesuatu adat istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap
penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat-
istiadat yang bersangkutan. Jika penguasa menjatuhkan hukuman pada si pelanggar ,
maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat. Hukum adat berurat-akar pada
kebuyaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena ia
menjelmakan perasaan hukum rakyat yang nyata. Karena hukum adat menjelmakan
perasaan hukum rakyat yang nyata, untuk itu hukum adat terus-menerus dalam keadaan
tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri sesuai dengan perkembangan
masyarakat.

Peraturan hukum adat yang terus berkembang inilah membuat hukum adat selalu
mengakami perunahan. Tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan
selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang
juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan perubahan perasaan keadilanyang hidup
dalam hati nurani rakyat yang menimbulkan perubahan peraturan. Hal ini berlaku secara
terus menerus seperti yang diungkapkan Prof. Soepomo yang condong pada pendapat Ter

Haar di mana sikap petugas hukum haruslah bertindak untuk mempertahankannya.

Oleh karena sifat hukum adat yang tidak statis atau dengan kata lain fleksibel, maka
di dalam peraturan hukum adat perlu disepakati suatu penetapan agar menjadi hukum

positif. Hal ini sudah barang tentu bertujuan untuk mempertahankan eksisensinya

5> Supomo. 1993.Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Pramita. HIm. 16
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sekaligus menjadikan peraturan tersebut menjadi peraturan hukum yang tertulis dan
memiliki kekuatan hukum yang tetap.

METODE PENELITIAN

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal
tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis
terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung
kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.® Tipe
penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research).

Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan,
literaturliteratur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum
dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.” Penulis
dalam tesis ini mengunakan 2 (dua) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan

perundang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pemikiran Filsuf
Hukum dan Roscoe Pound

Sistem Hukum Indonesia terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum Indonesia.
Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang
tersusun dari sekian banyak bagian, atau hubungan yang berlangsung diantara satuan-
satuan atau komponen-komponen secara teratur.Dalam bahasa Inggris sistem
mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi dengan kata lain istilah sistem itu
mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan dan
merupakan satu keseluruhan.®
Adapun hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang
didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan
Undang-Undang. Sehubungan dengan itu, hukum Indonesia sebenarnya tidak lain adalah

sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada
Media Group 2014). Hal 60

7 Ibid,

8 Satjipto Rahardjo. 1998, Relavansi Hukum Adat dengan Moderenisasi Hukum Kita Indonesia . FH UlI
(ed) Hukum Adat dan Hukum hal. 161-168 Yogyakarta. FH UIl. HIm. 78
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berkembang. Dengan kata lain, hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang timbul
sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan Nasional, yaitu sistem
hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.’

Perlu dijelaskan disini bahwa pengertian seperti itu tidak bisa dilepaskan dari
konteks sejarah. Sebagaimana diketahui, setelah merdeka bangsa Indonesia belum
memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri tetapi masih memanfaatkan
peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati
memang, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-
undangan itu mengalami proses nasionalisasi, seperti penggantian nama : Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi dari Wetboek Van Straafrechts,
dll. Selain penggantian nama, beberapa pasal tidak lagi sesuai dengan kebutuhan sebuah
negara yang merdeka, berdaulat dan relegius turut pula diganti dan ditambahkan yang
baru.®

Pendekatan seperti diatas dalam jangka pendek sangat bermanfaat karena dapat
menghindarkan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum). Namun, dalam jangka
panjang upaya “Tambal Sulam” atau Transplantasi itu sebenarnya kurang efektif dan
cenderung kontra produktif bila terus menerus diberlakukan. Ini didasarkan fakta bahwa
upaya “Tambal Sulam” atau transplantasi pada hakikatnya tidak mengubah watak dasar
dari hukum warisan kolonial yang cenderung represif, feodal, diskriminatif dan
individualistik, sebagai salah satu upaya pihak penjajah untuk menekan kaum inlender.
Karakteristik hukum yang seperti itu jelas bertentangan dengan ciri khas masyarakat
Indonesia yang menjunjung tinggi kolektivisme.

Setelah mengalami penjajahan oleh negara Belanda, dimana Indonesia saat itu
masih ikut menggunakan sistem hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut yakni
sistem hukum eropa kontinental. Namun, seiring berjalannya waktu dan berkembangnya
kehidupan masyarakat Indonesia, setelah itu terjadi perubahan dalam sistem hukum yang
berlaku di Indonesia. Awal sistem hukum yang diterapkan di Indonesia hanya sistem
hukum eropa kontinental saja, setelah itu sistem hukum yang berlaku di Indonesia

mengalami perpaduan antara sistem eropa kontinental dan sistem hukum anglo saxon.

® Ibid,

10 Ibid, him. 80

11 saly, 2008, hukum adat dan arah kebijakan hukum nasional. Makalah seminar hukum adat fakultas
hukum universitas airlangga surabaya. HIm. 95
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Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan
perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang
baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi
terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan
dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-
undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari
norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya
mekanisme perubahan undang-undang.

Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan,
hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum
melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum
selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat
secara nyata.

Sistem hukum di Indonesia dewasa ini adalah sistem hukum yang unik, sistem
hukum yang dibangun dari proses penemuan, pengembangan, adaptasi, bahkan
kompromi dari beberapa sistem yang telah ada. Sistem hukum Indonesia tidak hanya
mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang
dianut oleh masyarakat internasional.!2

Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya
didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem
hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan.
Perkembangan sistem Hukum Indonesia makin tampak ketika adanya sumbangan dari
pemikiran para filsuf pemikir hukum. Perkembangan itu salah satunya adalah dari
madzhab positivis. Dalam arti ini, positivisme sama tuanya dengan filsafat. Tetapi sebagai
gerakan yang tetap dalam filsafat umum, sosiologi dan ilmu hukum pada hakikatnya
adalah gejala modern. Yang di satu pihak menyertai pentingnya ilmu pengetahuan, dan
sisi yang lain menjelaskan tentang filsafat politik dan teori tentang ilmu hukum.

Positivisme atau yang dikenal dengan aliran positivis mempunyai pengaruh yang
besar dalam proses pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada kebanyakan

tindakan lembaga legilatif untuk membuat undang-undang, tindakan Pemerintah

2 Abdurrahman, 1984, Hukum Adat Dalam Hukum Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Jakarta.
Cendana Press. HIm.123
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(Excecutive) dan aparat dalam menegakkan hukum, bahkan tindakan hakim dalam
memutus perkara selalu menjadikan pemikiran mazhab ini sebagai acuan. Selain itu,
aspek keadilan dalam penegakan hukum dalam sistem hukum nasional selalu dilihat dari
perspektif keadilan hukum.

Lahirnya pemikiran mazhab positivis mempunyai landasan tersendiri sehingga
pandangan ini memiliki ciri khas tersendiri, namun sayangnya pejabat negara yang diberi
tugas untuk membentuk dan melaksanakan hukum kurang memperhatikan landasan
pemikiran mazhab hukum positivis, akibatnya keadilan hukum selalu menjadi perdebatan
dalam masyarakat dan tidak jarang selalu melahirkan konflik baik vertikal maupun
horizontal.

Positivisme menekankan setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan
suatu kebenaran, hendaknya menjadikan realitas sebagai sesuatu yang eksis dan objektif
dan harus dilepaskan dari berbagai macam konsepsi metafisis subjektif. Ketika pemikiran
positivisme diterapkan ke dalam bidang hukum, positivisme hukum melepaskan
pemikiran hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir aliran hukum alam. Jadi setiap
norma hukum haruslah eksis secara objektif sebagai norma-norma yang positif. Hukum
tidak dikonsepkan sebagai asas-asas moral yang abstrak tentang hakikat keadilan,
melainkan sesuatu yang telah dipositifkan sebagai undang-undang guna menjamin
kepastian hukum.3

Pembentukan hukum yang dimaksud disini adalah lahirnya aturan tertulis yang
memiliki keabsahan untuk diberlakukan. Lahirnya hukum yang sah karena adanya
keputusan dari suatu badan/lembaga yang diberi berwenang oleh konstitusi untuk
menciptakan hukum. Jika mengartikan hukum sebagai sistem aturan hukum positif, maka
lembaga yang membentuk hukum (legislative functie) dalam sistem Pemerintahan
Indonesia dijalankan oleh Lembaga Legislatif (Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah), Lembaga Eksekutif (Presiden/Wakil

Presiden dibantu para Menteri), dan Lembaga Y udikatif (kehakiman).**

Pembentukan Undang-Undang Oleh Lembaga DPR/DPD dengan persetujuan
Presiden. Bentuk hukum yang diciptakan oleh lembaga ini adalah undang-undang. Ciri

khas undang-undang yang dibentuk oleh Lembaga DPR/DPD dengan persetujuan

13 Ibid,
4 Ibid, him. 134
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Presiden adalah materi atau isinya yang bersifat “umum”. Hal ini sesuai dengan pemikiran
Hans Kelsen bahwa Undang-undang sebagai norma hukum yang bersifat umum. Isi
undang-undang selalu bersifat umum, sehingga sebagian besar pasal-pasal yang terdapat
di dalamnya masih membutuhkan aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini melahirkan masalah karena hukum selalu
menjadi kendala dalam pembangunan bahkan hukum itu bersifat statis dan tidak dapat
menyesuaikan diri dengan setiap keadaan yang berubah. Banyak kalangan mengatakan
dengan gamblang bahwa hukum itu bersifat statis dan kaku (Rigid). Pandangan yang
demikian adalah keliru karena mengabaikan aspek lain dalam pembentukan hukum.

Model penegkan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh pemikiran
positivisme. Menurut Kelsen bahwa norma hukum yang sah menjadi standar penilaian
bagi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu/kelompok dalam masyarakat .
Standar penilaian dimaksud adalah hubungan antara perbuatan manusia dengan norma
hukum. Jadi norma hukum menjadi ukuran untuk menghukum seseorang atau tidak, dan
mengklaim seseorang bersalah atau tidak harus diukur berdasarkan pasal dalam peraturan
tertulis, tanpa memperhatikan aspek moral dan keadilan.

Kaum positivisme mengartikan keadilan hukum sebagai legalitas. Suatu perturan
hukum dikatakan adil jika benar-benar diterapkan pada semua kasus. Demikian
sebaliknya, suatu peraturan hukum dianggap tidak adil jika hanya diterapkan pada suatu
kasus tertentu, dan tidak diterapkan pada kasus lain yang sama. Substansi keadilan hukum
dalam pandangan positivism adalah penerapan hukum dengan tanpa memandang nilai
dari suatu aturan hukum (asas kepastian). Jadi hukum dan keadilan adalah dua sisi mata
uang. Kepastian hukum adalah adil, dan keadilan hukum berarti kepastian hukum.

Doktrin positivisme ini masih diterapkan dalam proses penegakan hukum di
Indonesia, terutama pada bidang pidana menyangkut penerapan pasal dan prosedur dalam
sistem pelaksanaan hukum. Oleh karena prinsip yang mengacu pada aturan hukum tertulis
sehingga banyak kasus dalam sengketa lingkungan, para pelaku kejahatan selalu
dinyatakan bebas dari tuntutan hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur dalam aturan
hukum lingkungan. Wajar jika dikatakan bahwa wajah penegakan hukum di Indonesia
dinyatakan dengan ungkapan “Hukum hanya berlaku terhadap mereka yang lemah”.
Kenyataan ini sangat bertentangan dengan prinsip “Setiap orang bersamaan

kedudukannya di depan hukum”
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1.2 Sejarah berlakunya Hukum Adat di Indonesia hingga dikenal sebagai
hukum Nenek Moyang
Paling tidak ada tiga kategori periodesasi hal penting ketika berbicara tentang

sejarah hukum adat, yaitu:

a. Sejarah proses pertumbuhan atau perkembangan hukum adat itu sendiri.
peraturan adat istiadat Kita ini pada hakikatnya sudah terdapat pada zaman
pra hindu.

b. Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari tidak/belum dikenal
hingga sampai dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan.

c. Sejarah kedudukan hukum adat sebagai masalah politik hukum di dalam
system perundang-undangan di Indonesia pada periode ini.

Faktor yang mempengaruhi di samping faktor astronomis-iklim dan geografis-
kondisi alam-serta watak bangsa yang bersangkutan, maka faktor-faktor terpenting yang
mempengaruhi proses perkembangan hukum adat adalah:*®

1. Magis dan Animisme alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-
magis sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. faktor pertama ini
khususnya mempengaruhi dalam empat hal, sebagai berikut:

a. Pemujaan roh-roh leluhur,

b. Percaya adanya roh-roh jahat dan baik,

c. Takut kepada hukuman ataupun pembalasan oleh kekuatan gaib, dan,

d. Dijumpainya orang orang yang oleh rakyat dianggap dapat melakukan
hubungan dengan kekuatan-kekuatan gaib

2. Agama

a. Agama Hindu. pengaruh terbesar agama ini terdapat di bali meskipun

pengaruh dalam hukum adatnya sedikit sekali.

b. Agama Islam. pengaruh terbesar nyata sekali terlihat dalam hukum

perkawinan.

c. Agama Kristen. hukum perkawinan kristen diresepsi dalam hukum adatnya.

3. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum adat. kekuasaan itu

adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada wilayah

15 Satjipto Rahardjo. 1998, Relavansi Hukum Adat dengan Moderenisasi Hukum Kita Indonesia . FH UlI
(ed) Hukum Adat dan Hukum hal. 161-168 Yogyakarta. FH UIl. HIm. 90
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satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, kepala kuria,

nagari.

4. Hubungan dengan orang-orang atau pun kekuasaan asing. Faktor ini sangat besar
pengaruhnya. hukum adat yang semula sudah meliputi segala bidang kehidupan
hukum, oleh kekuasaan asing—kekuasaan penjajahan belanda—menjadi terdesak
sedemikian rupa hingga akhirnya praktis menjadi bidang perdata material saja.®
Peraturan adat istiadat kita ini merupakan adat-adat melayu-polinesia yang sudah

terdapat pada zaman pra-hindu. Lambat laun terjadi akulturasi antara kultur hindu, islam
dan Kristen yang kemudian mempengaruhi Kkultur asli tersebut. Saat ini menurut
kenyataan hukum adat yang hidup pada rakyat adalah merupakan peraturan-peraturan
adat-istiadat yang ada pada zaman pra-hindu dan hasil akulturasi antar agama tersebut.

Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau
“Inladsrecht” menurut Van Vaollenhoven di jelaskan bahwa hukum adat terdiri atas dua
bagian yaitu :

1) hukum yang tidak tertulis ( jus non scriptum ) : merupakan bagian yang terbesar
yang bersumber pada hukum asli penduduk.

2) hukum yang di tulis (jus scriptum ) : merupakan bagian kecil saja yang bersumber
dari ketentuan hukum agama.

Sejarah hukum adat sebagai sistem hukum dari yang tidak dikenal hingga dikenal
dalam ilmu pengetahuan dapat di bagi atas empat periodesasi waktu di antaranya adalah

a) Sebelum Zaman kompeni.

b) Pada zaman kompeni (1602-1800).

¢) Pada zaman Daendels (1808- 1811).

d) Pada zaman Raffles (1811-1816).

Dalam empat tahapan waktu mengenai proses sejarah hukum adat hingga sampai
mulai dikenal dalam ilmu pengetahuan, pada mulanya melalui proses yang panjang. Pada
zaman sebelum kompeni yaitu sebelum tahun 1602 bangsa asing belum menaruh
perhatian kepada hukum adat. Barulah pada zaman kompeni bangsa asing mulai menaruh
perhatian terhadap adat-istiadat kita baik atas inisiatif sendiri maupun perintah tugas dari

penguasa kolonial pada masa itu. Barulah pada zaman kompeni tepatnya pada tahun

18 Ibid, hlm. 135
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1602-1800 hukum adat akan tetap dibiarkan dan tetap berlaku di masyarakat. Namun jika
kepentingan kompeni terganggu seperti dalam kepentingan badan perniagaan VOC atau
untuk keperluan tertentu, maka kompeni akan bertindak opportunitelt terhadap hukum
adat tersebut.’

Sebelum datang VOC dan belum ada penelitian tentang hukum adat, dan semasa
VOC menggunakan politik oppurtinity nya, maka pejabat Belanda yang mengurus
Negara jajahan mengintruksikan kepada jendral pemimpin daerah jajahan masing-masing
untuk menerapkan hukum Belanda di Indonesia yaitu pada tnggal 1 Maret 1621 yang baru
dilaksanakan pada pemerintahan De Carventer yang telah melekukakn penelitian dan
menyimpulkan bahwa hukum adat Indonesia masih hidup.*®

Oleh karena itu, Carventer memberikan tambahan bahwa hukum itu disesuaikan
sehingga perlu 4 kodifikasi hukum adat yaitu :

1. Tahun 1750, untuk keperluan Lanrad (pengadilan) di Serang dengan kitab hukum
“MOGHARRAR?” yang mengatur khusu pidana adat (menurut Van Vollenhoven
kitab tersebut berasal dari hukum adat).

2. Tahun 1759, Van Clost Wijck mengeluarkan kitab yaitu “COMPEDIUM”
(pegangan/ikhtisar) yang terkenal dengan Compedium Van Clost Wijck mengenai
Undang-Undang Bumi Putera di lingkungan kerator Bone dan Goa.

3. COMPENDIUM FREIZER tentang Peraturan Hukum Islam mengenai nikah,
talak, dan warisan.

4. HASSELAER, beliau berhasil mengumpulkan buku-buku hukum untuk para
hakim di Cirebon yang terkenal dengan PAPAKEM CIREBON.

Jaman Daendels (1808-1811) Beranggapan bahwa memang ada hukum yang
hidup dalam masyarakat adat tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum eropa, jadi tidak
akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum eropa tidak akan mengalami perubahan
karenanya.

Jaman Raffles (1811-1816) Pada zaman ini Gubernur Jenderal dari Inggris
membentuk komisi MACKENZIE atau suatu panitia yang tugasnya mengkaji/meneliti
peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, untuk mengadakan perubahan-perubahan

yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Setelah terkumpul hasil

17 Muhammad Koesnoe, 1997, Hukum Adat Dalam Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria. Dalam
Majalah Perguruan Tinggi Nomor 3 Jilid V. HIm. 16
18 1bid,
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penelitian komisi ini yaitu pada tanggal 11 Pebruari 1814 dibuat peraturan yaitu
regulation for the more effectual Administration of justice in the provincial court of Java
yang isinya :°
1. Residen menjabat sekaligus sebagai Kepala Hakim
2. Susunan pengadilan terdiri dari :
a. Residen’s court
b. Bupati’s court
c. Division court
3. Ada juga Circuit of court atau pengadilan keliling
4. Yang berlaku adalah native law dan unchain costum untuk Bupati’s court dan

untuk Residen (orang Inggris) memakai hukum Inggris.

Sejarah politik hukum adat dalam perundang-undangan di Indonesia terbagi
dalam tiga periode yaitu ;

1. Masa menjelang tahun 1848.
2. Masa pada tahun 1848 dan seterusnya.
3. Sejak tahun 1927.

Untuk lebih jelasnya berdasar periodesasi di atas maka akan diuraikan mengenai

sejarah politik hukum adat di Indonesia sebagai berikut.

1. Masa menjelang tahun 1848.

Pada masa kompeni hukum adat dibiarkan saja seperti sediakala hidup berlaku
untuk bangsa Indonesia. Untuk pertama kali hukum adat mendapat sorotan pemerintah
Belanda adalah pada masa pengangkatan Hageman sebagai ketua mahkamah agung
Belanda pada tanggal 30 juli 1830. Pada waktu itu Hageman melakukan pemeriksaan
tugas istimewa yang bertujuan agar di Indonesia bisa di lakukan persamaan hukum
dengan hukum eropa. Hageman beranggapan agar adanya kodifikasi hukum sipil yang
berbahasa Indonesia yang berlaku bagi bangsa Indonesia dan eropa. Namun hal ini tak
dapat terealisasikan karena tempo penugasan telah selesai dan Hageman tak mampu

menyelesaikannya.

19 Kusumadi. 1990, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Jakarta. Penerbit Universitas, him 60



Perkembangan Sistem Hukum Indonesia Dan Adat Berdasarkan
Pemikiran Filsuf Hukum

Dengan segala usaha yang dilakukan pemerintah Belanda untuk memberlakukan
hukum Belanda di Indonesia yaitu melalui panitia yang diketuai Scholten ( ketua
mahkamah agung Hindia Belanda dahulu) , beranggapan bahwa Indonesia terhindar dari
asas persamaan hukum pemerintah belanda. Hal tersebut juga diperkuat oleh J. VVan Der
Vinne yaitu seorang ahli jajahan Belanda yang beranggapan bahwa hukum Belanda tidak
bisa diberlakukan di Indonesia karena masyarakatnya pluralis. Sehingga jika tetap
diberlakukan menurut J. Van Der Vinne hal ini melanggar hak-hak adat istiadat dan akann
memecah banyak sendi-sendi hukum. Kupasan Van der Vinne inilah yang dijadikan

pedoman pemerintah Belanda dan ikut mempengaruhi kedudukan hukum adat.

2. Masa Pada tahun 1848 dan Seterusnya.

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda
akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum
positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai hukum adat
timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum ini dapat digunakan
bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan ekonominya, dan sampai
dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka politik Belanda.[4] Kepentingan
atau kehendak bangsa Indonesia tidak masuk perhitungan pemerintah colonial. Apabila
diikuti secara kronologis usaha-usaha baik pemerintah Belanda di negerinya sendiri
maupun pemerintah colonial yang ada di Indonesia ini, maka secara ringkasnys undang-
undang yang bertujuan menetapkan nasib ataupun kedudukan hukum adat seterusnya

didalam system perundang-undangan di Indonesia, adalah sebagai berikut :

a) Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah
hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat.

b) Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan
penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk
kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.

¢) Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi
local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah-, daerah yang
penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.

d) Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang

untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda
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f)

9)

h)

)

menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara
Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen
yakni amandemen Van ldsinga.

Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen
Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk
di Indonesia. Ditentang oleh Van Vollenhoven dan usaha ini gagal.

Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat
rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah
Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena
kritikan Van Vollenhoven.[5] Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu
bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang--undang kesatuan itu tidak
mungkin. Dalam tahun 1927 Pemerintahn Hindia Belanda mengubah haluannya,
menolak penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927 itu politik Pemerintah
Hindia Belanda terhadap hukum adat mulai berganti haluan, yaitu dari “unifikasi”
beralih ke “kodifikasi”.

Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintah Hindia Belanda
akan memberlakukan hukum eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi
hukum positif di Hindia Belanda (Indonesia) melalui asas konkordansi. Mengenai
hukum adat timbulah masalah bagi pemerintah colonial, sampai dimana hukum
ini dapat digunakan bagi tujuan-tujuan Belanda serta kepentingan-kepentingan
ekonominya, dan sampai dimana hukum adat itu dapat dimasukkan dalam rangka
politik Belanda.

Mr. Wichers, Presiden Mahkamah Agung, ditugaskan untuk menyelidiki apakah
hukum adat privat itu tidak dapat diganti dengan hukum kodifikasi Barat. Rencana
kodifikasi Wichers gagal.

Sekitar tahun 1870, Van der Putte, Menteri Jajahan Belanda, mengusulkan
penggunaan hukum tanah Eropa bagi penduduk desa di Indonesia untuk
kepentingan agraris pengusaha Belanda. Usaha inipun gagal.

Pada tahun 1900, Cremer, Menteri Jajahan, menghendaki diadakan kodifikasi
local untuk sebagian hukum adat dengan mendahulukan daerah-, daerah yang

penduduknya telah memeluk agama Kristen. Usaha ini belum terlaksana.
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k) Kabinet Kuyper pada tahun 1904 mengusulkan suatu rencana undang-undang

untuk menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Pemerintah Belanda
menghendaki supaya seluruh penduduk asli tunduk pada unifikasi hukum secara
Barat. Usaha ini gagal, sebab Parlemen Belanda menerima suatu amandemen
yakni amandemen Van ldsinga.

Pada tahun 1914 Pemerintah Belanda dengan tidak menghiraukan amandemen
Idsinga, mengumumkan rencana KUH Perdata bagi seluruh golongan penduduk
di Indonesia.

Pada tahun 1923 Mr. Cowan, Direktur Departemen Justitie di Jakarta membuat
rencana baru KUH Perdata dalam tahun 1920, yang diumumkan Pemerintah
Belanda sebagai rencana unifikasi dalam tahun 1923. Usaha ini gagal karena
kritikan Van Vollenhoven. Pengganti Cowan, yaitu Mr Rutgers memberitahu
bahwa meneruskan pelaksanaan kitab undang-undang kesatuan itu tidak mungkin.
Dalam tahun 1927 Pemerintahan Hindia Belanda mengubah haluannya, menolak

penyatuan hukum (unifikasi). Sejak tahun 1927.

KESIMPULAN

30

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat penulis Tarik dalam sebuah kesimpulan
sebagai berikut :
Hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari konteks sejarah. Hukum yang

ada di Indonesia mengadopsi sistem hukum Belanda. Indonesia menggunakan
sistem Hukum Belanda karena pada saat itu Indonesia merupakan negara jajahan
kolonial Belanda dan karena pada saat yang bersamaan Indonesia belum memiliki
hukum vyang berasal dari tradisinya sendiri. Sistem Hukum Indonesia
menggunakan sistem Eropa Kontinental. Seiring berkembangnya tradisi dan
kebiasaan masyarakat Indonesia, menyebabkan Indonesia menjalankan sistem
perpaduan hukum antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon.
Selain itu Indonesia juga menjalankan sistem hukum yang sesuai dengan
pemikiran para filsuf dengan aliran/ mazhab Positivisme. Aliran/ mazhab
Sociological Jurisprudence menekankan bahwasanya sistem hukum positif akan
berjalan efektif apabilai sesuai kaidah dan norma yang hidup di masyarakat.

Sejak awal manusia diciptakan telah dikarunia akal, pikiran dan prilaku yang

ketiga hal ini mendorong timbulnya “kebiasaan pribadi dan apabila kebiasaan ini
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ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya
sampai kebiaasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang
harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan dan pada proses
penerapannya juga terdapat sanksi yang nyata dari bentuk sanksi adat yang
berlaku mengingat hanya bagi masyarakat hukum adat saja. Keberadaan hukum
adat di Indonesia masih diakui keberadaanya sepanjang tidak bertentangan

dengan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.
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